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BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketentuan yang terkandung dalam perundang-undangan di Indonesia
terkait dengan hak setiap warga negara dalam hal memperoleh pekerjaaan sudah
sesuai dengan prinsip non diskriminasi yang juga dianut dalam The International
Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights dan telah diratifikasi melalui
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights ( Kovenan
Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Namun disisi lain,
masih terdapat ketidakkonsistenan antara ketentuan dalam pasal yang satu dengan
pasal yang lain terkait dengan larangan diskriminasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga nara sumber, kesimpulan
yang dapat diperoleh adalah bahwa pada kenyataannya hingga saat ini waria
masih sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam memperoleh pekerjaan.
Hal itu salah satunya dikarenakan belum adanya satu aturan hukum pun di
Indonesia yang mengatur mengenai waria sehingga hukum yang ada dan
melarang tindakan diskriminasi justru menimbulkan terjadinya diskriminasi
khususnya bagi kaum waria termasuk dalam hal memperoleh pekerjaan dan hal

tersebut termasuk dalam pelanggaran atas hak asasi manusia.
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Saran yang dianggap tepat adalah seharusnya ada suatu peraturan yang
khusus mengatur mengenai waria agar kehidupan dan martabat waria sendiri lebih
terjamin karena waria juga merupakan manusia yang seharusnya turut menikmati
hak-hak asasi manusia termasuk juga hak asasi dalam memperoleh pekerjaan.
Solusi lainnya adalah diperlukan peran pemerintah dalam pengembangan
pendidikan dan keterampilan waria untuk mengakomidasi waria dalam mencapai
kesejahteraan hidup dan peningkatan martabat waria sehingga secara tidak
langsung hal ini dapat merubah perspektif negatif masyarakat mengenai waria
terlebih dengan didukung pola perilaku waria sendiri yang membawa dirinya

dengan baik.

B. Saran

Pembuat Undang-Undang sebaiknya lebih konsisten dalam menyusun
ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, terkait
dengan larangan diskriminasi, perundang-undangan yang ada sebaiknya dapat
menjamin semua pihak tanpa adanya pembedaan. Selain itu, pasal-pasal yang
masih menunjukkan adanya diskriminasi sebaiknya direvisi, baik dengan cara
dicabut, diganti, ditambahkan, atau diperbaiki. Sebab hukum merupakan salah
satu alat untuk mengubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih baik, termasuk

dalam kaitannya dengan pola pikir masyarakat mengenai waria, khususnya
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berkaitan dalam hal ketenagakerjaan yang pada akhirnya berguna untuk

meningkatkan martabat waria sebagai manusia.
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